No. 9/ 23 /DPM Jakarta, 8 Oktober 2007

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK
DI INDONESIA

Perihal : Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsi;mgkleal Nasabah,
Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bdggahg
Valuta Asing Bukan Bank

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturak Bdonesia Nomor
9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang daeda Valuta Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nofdd@, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764),ardiang perlu
menetapkan tata cara perizinan, penerapan Prinsgngdhal Nasabah,
pengawasan, pelaporan, dan pengenaan sanksi bdggdPg Valuta Asing
Bukan Bank, sebagai berikut:

. TATA CARA PERIZINAN

A. Izin Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

Tata cara perizinan dan pembukaan kegiatan usatag®eg Valuta

Asing Bukan Bank, yang selanjutnya disebut PVA Bltur sebagai

berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha secausistéepada
Bank Indonesia dengan menggunakan contoh surat obeman

sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.



2. Surat permohonan izin usaha sebagaimana dimakdath dangka 1

harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:

a.

fotokopi anggaran dasar/akta pendirian perusahaaserta
perubahan-perubahannya sebagai badan hukum PerJendiatas,
yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakidgiatén jual
beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelidnaveller's Cheque
(TC);

fotokopi pengesahan sebagai badan hukum Perseesbatds oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

daftar kepengurusan dan kepemilikan perusahaan adeng
dilengkapi surat pernyataan bermaterai cukup dangprus dan
pemegang saham yang menyatakan bahwa tidak tessiagai
penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, dan tidemiliki kredit
macet yang tercatat pada Bank Indonesia;

surat pernyataan bermaterai cukup dari penguruspéamegang
saham yang menyatakan bahwa tidak pernah terbudakokan
tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keantu
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap d&a(dua)
tahun terakhir;

fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda PendudkikP) yang
masih berlaku atas nama masing-masing pengurupeaegang
saham;

daftar riwayat hidup masing-masing pengurus dan egamg
saham dengan menggunakan contoh formulir sebagaiman
tercantum pada Lampiran 2;

neraca perusahaan yang ditandatangani oleh pengurus

fotokopi bukti setoran modal yang disertai dengartoKopi
rekening koran sejak penyetoran modal dilakukamas atama

perusahaan di bank umum:

1) paling...



1) paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus limaupujuta
Rupiah), bagi pemohon yang beralamat di DKI Jakarta
Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung serta lidiam
Batam;

2) paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupidoagi
pemohon yang beralamat selain di DKI Jakarta, Katiya
Denpasar dan Kabupaten Badung serta Kotamadya Batam

i. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas narmmeupahaan
yang bersangkutan;

j. fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha atas naneagprus
dan/atau pemegang saham, atau surat perjanjian
sewa/kontrak/penggunaan tempat usaha;

k. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan/ténysaha dari
pihak yang berwenang; dan

|. fotokopi akta perusahaan dan izin di bidang usahabwugi
pemegang saham yang berbentuk badan hukum.

3. Pada saat mengajukan permohonan izin usaha selzagaoimaksud
dalam angka 1, pemohon harus menunjukkan dokunieyaag akan
dicocokkan dengan fotokopi dokumen sebagaimana kdinthdalam
angka 2.

4. Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dichadtslam
angka 1 disampaikan ke alamat sebagai berikut:

a. Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Moneter Bagian
Pengaturan dan Pengawasan Pedagang Valuta Asing, da
Administrasi (PVAd), Jalan M.H. Thamrin No.2, Jaiad 0350,
bagi pemohon yang berkedudukan di wilayah kerjaté&taRusat
Bank Indonesia (KPBI); atau

b. Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat cq. Kelompo&ny

membidangi dengan mengacu kepada wilayah kerjagagbhana

dimaksud...



dimaksud dalam Lampiran 3, bagi pemohon yang bewdkgdan di
luar wilayah kerja KPBI.
. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalagkaad dan
angka 3 tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampadi&srkopi daftar
kelengkapan dan pencocokan dokumen kepada pemaimomeminta
pemohon untuk memenuhi persyaratan dimaksud.
. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalgkaad dan
angka 3 dipenuhi, Bank Indonesia melakukan peaelpiengurus dan
pemegang saham untuk mengetahui bahwa yang betgangkdak
tercatat sebagai penarik cek dan/atau bilyet gosokg, dan tidak
memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Iretoa.
. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksuahdaingka 6 tidak
memenuhi persyaratan, Bank Indonesia memberitahukacara
tertulis kepada pemohon untuk melakukan pengganpi@ngurus
dan/atau pemegang saham yang diusulkan disertajadealasan
penggantian.
. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksu@ndahngka 6
memenuhi persyaratan, Bank Indonesia melakukan niesaan lokasi
tempat usaha perusahaan pemohon izin usaha PVAaB® meliputi:
a. keberadaan lokasi tempat usaha sesuai alamat yejogan;
b. kelayakan tempat usaha; dan
C. sarana penunjang kegiatan usaha, sekurang-kurangnya

1) meja counter;

2) alat deteksi keaslian uang;

3) tempat penyimpan uang; dan

4) papan kurs.
. Pemeriksaan lokasi tempat usaha sebagaimana dithdktam angka
8 dilakukan paling lambat 14 (empat belas) haneksejak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

10. Bank...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis haesiheriksaan
lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalamaa®gkaling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeaksiakasi.

Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi tempat usahaags#mana
dimaksud dalam angka 8 memenuhi persyaratan, Badknésia
mengadakan penyuluhan mengenai ketentuan yangittet&agan
PVA kepada seluruh pengurus dan pemegang sahansapeaan
pemohon izin usaha PVA BB.

Bank Indonesia akan memproses lebih lanjut permeinonin usaha
PVA BB setelah seluruh pengurus dan pemegang saeausahaan
pemohon izin usaha PVA BB menghadiri penyuluhanagaimana
dimaksud pada angka 11.

Dalam hal seluruh pengurus dan pemegang saham apears
pemohon izin usaha PVA BB telah menghadiri penyatutyang
diadakan oleh Bank Indonesia, perusahaan pemolmmusaha PVA
BB harus menyampaikan pernyataan tertulis mengé®siapan
memulai kegiatan usaha sebagai PVA BB dengan meaggn
contoh surasebagaimana tercantum pada Lampiran 4 paling lambat
30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyafusebagaimana
dimaksud dalam angka 12.

Dalam hal perusahaan pemohon izin usaha PVA BBKktida
menyampaikan pernyataan tertulis sebagaimana dudaldalam
angka 13, maka pemohon dinyatakan membatalkan pemaa izin
usaha sebagai PVA BB.

Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pemberian Mdsaha
(KPmIU) dan sertifikat izin usaha sebagai PVA BBetgh perusahaan
pemohon izin usaha PVA BB menyampaikan pernyataatulis

sebagaimana dimaksud dalam angka 13 paling lardb@mpat belas)



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

hari kerja sejak pernyataan tertulis tersebut ridi@ oleh Bank
Indonesia.

KPmIU dan sertifikat izin usaha sebagai PVA BB sghaana
dimaksud dalam angka 15 berlaku sejak tanggalubkiehn oleh Bank
Indonesia.

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepaemohon
untuk mengambil KPmIU dan sertifikat izin usahaagh PVA BB
sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di alamat aefmEta
dimaksud dalam butir 4.a atau butir 4.b.

Pengambilan KPmIU dan sertifikat izin usaha sebdg®iA BB
sebagaimana dimaksud dalam angka 15 dapat diwakidengan
membawa surat kuasa bermaterai cukup yang ditamgiani oleh
pengurus PVA BB.

PVA BB wajib memasang sertifikat izin usaha seb&y&A BB yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

PVA BB harus memasang papan nama perusahaan d&aranu
cukup yang mudah dilihat dan dibaca oleh publikngyamemuat
tulisan antara lain "Pedagang Valuta Asing Beriziehgan atau tanpa
tambahan tulisanAuthorized Money Changerserta mencantumkan
nama perusahaan, nomor dan tanggal KPmlU dengaratqenulisan
sebagaimana contoh 1 pada Lampiran 5.

PVA BB harus memasang papan kurs dalam ukuran cuylunm
mudah dilihat dan dibaca oleh nasabah.

Bank Indonesia mengumumkan PVA BB yang memperol&mHKJ
melalui website Bank Indonesia (http://www.bi.g®.ahn/atau media

lainnya.

B. Pembukaan..



B. Pembukaan Kantor Cabang PVA BB

Tata cara pembukaan kantor cabang PVA BB diatuagaglberikut:

1.

Kantor pusat PVA BB mengajukan permohonan pembukaentor
cabang secara tertulis kepada Bank Indonesia keaalsebagaimana
dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b dengaenggunakan
contoh surat permohonan sebagaimana tercantunipatairan 6.
Surat permohonan pembukaan kantor cabang sebagaidiaaksud
dalam angka 1 harus dilengkapi dokumen sebagaiuteri

a. fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha sebagaitd&acabang
atas nama pengurus dan/atau pemegang saham ahpesjanjian
sewa/kontrak/penggunaan tempat usaha sebagai katiang;

b. surat pernyataan bermaterai cukup dari pengurus @Eaegang
saham yang menyatakan bahwa kantor cabang yanucairakan
merupakan unit kegiatan usaha yang tidak terpisakleai kantor
pusat PVA BB; dan

c. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan/ténysaha dari
pihak yang berwenang untuk setiap kantor cabang;

Bagi PVA BB yang akan membuka kantor cabang di D&karta,

Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, sertariédizgm Batam

harus mempunyai modal disetor paling sedikit Rp230.000,00 (dua

ratus lima puluh juta Rupiah).

Pada saat mengajukan permohonan pembukaan kantmanga

sebagaimana dimaksud dalam angka 1, PVA BB harusimgkkan

dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopkuchen

sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalayjkaa? dan

angka 4 tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampadi&srkopi daftar

kelengkapan dan pencocokan dokumen kepada PVA BBrdaninta

PVA BB untuk memenuhi persyaratan.

6. Dalam...



10.

11.

12.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalaykaa? dan
angka 4 dipenuhi, Bank Indonesia melakukan pemnemikslokasi
tempat usaha kantor cabang PVA BB yang meliputiidtag
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir A.8.
Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam @hgklakukan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak erarmi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4.

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis haesiheriksaan
lokasi tempat usaha kantor cabang sebagaimana slithallalam
angka 6 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakgtgl pemeriksaan
lokasi.

Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi tempat usahantokacabang
sebagaimana dimaksud dalam angka 6 memenuhi patayaPVA

BB harus menyampaikan pernyataan tertulis mendessapan kantor

cabang memulai kegiatan usaha sebagai PVA BB dengan

menggunakan contoh sebagaimana tercantum pada laemppaling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggaiepisaan lokasi
tempat usaha dinyatakan telah memenuhi persyaratan.

Dalam hal PVA BB tidak menyampaikan pernyataan ubert

sebagaimana dimaksud dalam angka 9, maka PVA BBg yan

bersangkutan dinyatakan membatalkan permohonanyeab kantor
cabang PVA BB.

Dalam hal PVA BB menyampaikan pernyataan tertudisagaimana
dimaksud dalam angka 9, Bank Indonesia menerbitisamat
persetujuan pembukaan kantor cabang yang merugsaitarkesatuan
yang tidak terpisahkan dengan KPmIU dan sertiflkattor cabang
yang berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan peadvukkantor

cabang dan sertifikat kantor cabang sebagaimanakdum dalam

angka...



13.

14.

15.

16.

17.

angka 11 paling lambat 14 (empat belas) hari kegjak pernyataan
tertulis mengenai kesiapan kantor cabang memulgiat@n usaha
sebagai PVA BB diterima oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis keepatA BB untuk
mengambil surat persetujuan pembukaan kantor cattangsertifikat
kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angkai Xlawhat
sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau buditA

Dalam hal pembukaan kantor cabang dilakukan di wikyah kerja
kantor Bank Indonesia tempat kedudukan kantor tpBS& BB,
PVA BB menyampaikan 1 (satu) tembusan pernyataatulite
sebagaimana dimaksud dalam angka 9 kepada kantdr IBdonesia
dimana kantor cabang PVA BB berkedudukan.

PVA BB wajib memasang sertifikat kantor cabang yalilgeluarkan
oleh Bank Indonesia pada kantor cabang PVA BB.

PVA BB harus memasang papan nama perusahaan paita ¢abang
PVA dalam ukuran cukup yang mudah dilihat dan dabaleh publik,
yang memuat tulisan antara lain "Pedagang ValutangA8erizin”
dengan atau tanpa tambahan tulis&wuthorized Money Changer”,
dan mencantumkan nama perusahaan, status kamaooy dan tanggal
KPmIU serta nomor persetujuan pembukaan kantor ngcaliengan
format penulisan sebagaimana contoh 2 pada Lampiran

PVA BB harus memasang papan kurs dalam ukuran cuylanm
mudah dilihat dan dibaca oleh publik pada kantbaog PVA BB.

C. Pemindahan Alamat Kantor PVA BB

Tata cara pemindahan alamat kantor baik kantortpusaipun kantor

cabang PVA BB diatur sebagai berikut:

1. Kantor pusat PVA BB mengajukan permohonan peminudaiamat

kantor kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaitiaraksud dalam

butir ...



butir A.4.a atau butir A.4.b dengan menggunakantatonsurat

permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran 8.

. Surat permohonan pemindahan alamat kantor sebagaidienaksud

dalam angka 1 harus dilengkapi dokumen sebagaiuteri

a. fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha atas naneagprus
dan/atau pemegang saham atau surat perjanjian kestrak/
penggunaan tempat usaha yang baru; dan

b. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan/ténysaha dari
pihak yang berwenang;

. Bagi PVA BB yang akan memindahkan alamat kantoapdan/atau

kantor cabang ke DKI Jakarta, Kotamadya DenpasarKddupaten

Badung, serta Kotamadya Batam harus mempunyai mddator

paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus limaipylita Rupiah).

. Pada saat mengajukan permohonan pemindahan alaarabr k

sebagaimana dimaksud dalam angka 1, PVA BB harumimgkkan

dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopkuthen

sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalgkaa? dan

angka 4 tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampdi&srkopi daftar

kelengkapan dan pencocokkan dokumen kepada PVA BB d

meminta PVA BB untuk memenuhi persyaratan dimaksud.

. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalagkaad dan

angka 4 dipenuhi, Bank Indonesia melakukan penemik$okasi baru

alamat kantor PVA BB vyang meliputi kegiatan pemsakn

sebagaimana dimaksud dalam butir A.8.

. Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam a@hgiakukan

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak emarmi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4.



8. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis haesiheriksaan

lokasi baru alamat kantor sebagaimana dimaksudndaihgka 6 paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeaksiakasi.

Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi baru alamatdtasg¢bagaimana
dimaksud dalam angka 6 memenuhi persyaratan, PVA hBRis

menyampaikan pernyataan tertulis mengenai kesiapwmulai

kegiatan usaha sebagai PVA BB di alamat yang barogah

menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum Laewlgiran 9

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejakasolbaru tempat

usaha dinyatakan telah memenuhi persyaratan.

10.Dalam hal PVA BB tidak menyampaikan pernyataan utisrt

11.

12.

13.

14.

sebagaimana dimaksud dalam angka 9, maka PVA BBg yan
bersangkutan dinyatakan membatalkan permohonan ngahman
alamat kantor PVA BB.

Dalam hal PVA BB menyampaikan pernyataan tertulisngenai
sebagaimana dimaksud dalam angka 9, Bank Indomesieerbitkan
surat persetujuan pemindahan alamat kantor PVA Bigyberlaku
sejak tanggal dikeluarkan dan merupakan satu kasayang tidak
terpisahkan dengan KPmlU.

Penerbitan surat persetujuan pemindahan alamatrkaabagaimana
dimaksud dalam angka 11 dilakukan paling lambateMpat belas)
hari kerja sejak tanggal pernyataan tertulis meagekesiapan
memulai kegiatan usaha sebagai PVA BB diterima oRdmk
Indonesia.

Bank Indonesia menyampaikan kepada PVA BB surasepguan
pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud delgka 11.
Pelaksanaan pemindahan alamat kantor PVA BB diatbagai
berikut:




a. dalam hal PVA BB melakukan pemindahan alamat kgoisatnya

ke luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia yangwitaahinya,

PVA BB menyampaikan pernyataan tertulis mengenaiagan

memulai kegiatan usaha PVA BB di alamat yang babagaimana

dimaksud dalam angka 9 kepada:

1) Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pu®éa BB
yang baru; dan

2) Kantor Bank Indonesia semula berupa tembusan.

. dalam hal PVA BB melakukan pemindahan alamat kantor

cabangnya ke luar wilayah kerja kantor Bank Ind@egsng
mewilayahinya, kantor pusat PVA BB menyampaikampataan
tertulis mengenai kesiapan memulai kegiatan usabagai PVA
BB di alamat yang baru sebagaimana dimaksud dalagkaa9
kepada:

1) Kantor Bank Indonesia tempat kantor pusat PVA BB

berkedudukan; dan
2) Kantor Bank Indonesia tempat kedudukan kantor caldawvA

BB yang baru berupa tembusan.

15. Dalam hal alamat kantor pusat dan/atau kantor cpld2WA BB

16.

17.

dipindahkan keluar dari wilayah kerja kantor Bamiddnesia yang
mewilayahinya, pengawasan PVA BB untuk selanjutdyakukan
oleh kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi

PVA BB wajib memasang sertifikat izin usaha dan/atertifikat
kantor cabang yang telah dikeluarkan oleh Bankned@ pada kantor
pusat dan/atau kantor cabang PVA BB dengan alaanat b

PVA BB harus memasang papan nama perusahaan d&aranu
cukup yang mudah dilihat dan dibaca oleh publikngyamemuat
tulisan antara lain "Pedagang Valuta Asing Beriziehgan atau tanpa

tambahan tulisanAuthorized Money Changergan mencantumkan

nama...



nama perusahaan, status kantor, nomor dan tangBellK serta
alamat baru dengan format penulisan sebagaimanalcardan 2 pada
Lampiran 5.

18. PVA BB harus memasang papan kurs dalam ukuran cuylang
mudah dilihat dan dibaca oleh publik/nasabah pasaok PVA BB

dengan alamat baru.

D. Perubahan Pengurus dan/atau Pemegang Saham PVA BB

Tata cara perubahan pengurus dan/atau pemegang $aha BB diatur

sebagai berikut:

1. Kantor pusat PVA BB mengajukan permohonan perubgesmgurus
dan/atau pemegang saham secara tertulis kepada IBankesia ke
alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a htaur A.4.b
dengan menggunakan contoh surat permohonan selzagaim
tercantum pada Lampiran 10.

2. Surat permohonan perubahan pengurus dan/atau pegnegdnam
PVA BB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harengkbpi
dokumen sebagai berikut:

a. daftar calon pengurus dan/atau pemegang sahandyuagkan;

b. fotokopi KTP yang masih berlaku dari calon pengudas/atau
pemegang saham yang diusulkan;

c. daftar riwayat hidup masing-masing calon penguras/atau
pemegang saham yang diusulkan, dengan menggunakdaahc
formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;

d. surat pernyataan bermaterai cukup dari calon pesgdan/atau
pemegang saham yang diusulkan, yang menyatakanabatiak
tercatat sebagai penarik cek dan/atau bilyet gosokg dan tidak
memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Irefoa;

e. surat pernyataan bermaterai cukup dari calon pesgdan/atau

pemegang saham yang diusulkan, yang menyatakanabaidak

pernah...



pernah terbukti melakukan tindak pidana di bidareuangan
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah beatakinukum
tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f. fotokopi risalah hasil Rapat Umum Pemegang SahduiP@; dan
g. fotokopi akta pendirian perusahaan dan izin di mgdasahanya
bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum
. Pada saat mengajukan permohonan perubahan pendaniatau
pemegang saham PVA BB sebagaimana dimaksud dalghka dah
PVA BB harus menunjukkan dokumen asli yang akaroatikkan
dengan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud datayka 2.
. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalgkaa? dan
angka 3 tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampadi&srkopi daftar
kelengkapan dan pencocokan dokumen kepada PVA BBrdgminta
PVA BB untuk memenuhi persyaratan dimaksud.
. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalagkaad dan
angka 3 dipenuhi, Bank Indonesia melakukan peaslitcalon
pengurus dan/atau pemegang saham PVA BB yang Karswintuk
mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak tersatzgai penarik
cek dan/atau bilyet giro kosong, dan tidak memiiladit macet yang
tercatat pada Bank Indonesia.
. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksuahdaingka 5 tidak
memenuhi persyaratan, Bank Indonesia memberitahukacara
tertulis kepada PVA BB untuk melakukan penggantialon pengurus
dan/atau pemegang saham PVA BB yang diusulkantaissengan
alasan penggantian.
. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksu@nidahngka 5
memenuhi persyaratan, Bank Indonesia melakukan ubmgn
mengenai ketentuan yang terkait dengan PVA kepalia @engurus

dan/atau pemegang saham PVA BB yang diusulkan.



10.

11.

12.

Bank Indonesia akan memproses lebih lanjut permamgerubahan
pengurus dan/atau pemegang saham setelah seluarh gengurus

dan pemegang saham perusahaan menghadiri peny@ebagaimana
dimaksud pada angka 7.

Dalam hal penyuluhan sebagaimana dimaksud dalarkaarngelah

dihadiri oleh seluruh calon pengurus dan/atau pamggaham PVA
BB yang diusulkan, Bank Indonesia menerbitkan spexsetujuan

perubahan pengurus dan/atau pemegang saham.

Penerbitan surat persetujuan perubahan pengurdataarpemegang
saham sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dilalpstery lambat

14 (empat belas) hari kerja sejak memenuhi perayarsebagaimana
dimaksud dalam angka 7.

Bank Indonesia menyampaikan kepada PVA BB surasepguan

perubahan pengurus dan/atau pemegang saham seaagamaksud
dalam angka 9.

PVA BB harus menyampaikan fotokopi akta perubahamggaran

Dasar atas perubahan pengurus dan/atau pemegaagn Sgdng

dilegalisasi oleh notaris atau dibuat secara nbtde alamat

sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau buditA

E. Perubahan Nama Perseroan Terbatas

Tata cara pelaporan perubahan nama Perseroan d®iiatur sebagai
berikut:

1.

Kantor Pusat PVA BB melaporkan perubahan nama Reuse
Terbatas secara tertulis kepada Bank Indonesitakeat sebagaimana
dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b dengaenggunakan
contoh surat pelaporan sebagaimana tercantum @adpitan 11.
Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angkharfis

dilengkapi dokumen sebagai berikut:

1) fotokopi...



1) fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar atas peambaama
Perseroan Terbatas yang dilegalisasi oleh nottisdibuat secara
notariil;

2) fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Maau
mengenai persetujuan akta perubahan Anggaran Dates
perubahan nama Perseroan Terbatas; dan

3) sertifikat izin usaha sebagai PVA BB dan sertifikahtor cabang
yang dimiliki.

. Pada saat menyampaikan data pelaporan perubaham Parseroan

Terbatas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pembas

menunjukkan dokumen asli yang akan dicocokkan derigiokopi

dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalagkaad dan

angka 3 tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampdi&srkopi daftar

kelengkapan dan pencocokan dokumen kepada pematmomeiminta
pemohon untuk memenuhi persyaratan dimaksud.

. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalagkaad dan

angka 3 dipenuhi, Bank Indonesia menerbitkan KegautuPerubahan

Nama Perseroan Terbatas, sertifikat izin usahaagsel®VA BB dan

sertifikat kantor cabang PVA BB bagi PVA BB yangmkki kantor

cabang.

. Penerbitan Keputusan Perubahan Nama Perseroan tdsrioan

sertifikat sebagaimana dimaksud dalam angka 5 wkkk paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak memenursyaratan

sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3.

. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepatA BB untuk

mengambil Keputusan Perubahan Nama Perseroan aerkdn

sertifikat sebagaimana dimaksud dalam angka Sadial sebagaimana

dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b.

8. Pengambilan..



8. Pengambilan Keputusan Perubahan Nama Perseroamatd®rdan
sertifikat sebagaimana dimaksud dalam angka 7 ddpetkilkan
dengan membawa surat kuasa bermaterai cukup ysmgddiangani
oleh pengurus PVA BB.

9. PVA BB wajib memasang sertifikat izin usaha dengama baru
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

10. PVA BB harus memasang papan nama perusahaan ddarmnu
cukup yang mudah dilihat dan dibaca oleh publikngyanemuat
tulisan antara lain "Pedagang Valuta Asing Beriziehgan atau tanpa
tambahan tulisanAuthorized Money Changerserta mencantumkan
nama baru perusahaan, status kantor, nomor darmgaiafPmiU
dengan format penulisan sebagaimana contoh 1 dpada Lampiran
5.

11. Bank Indonesia mengumumkan PVA BB yang memperokgbukusan
Perubahan Nama Perseroan Terbatas melalui websitke Bdonesia

(http://lwww.bi.go.id) dan/atau media lainnya.

F. Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor PVA BB

1. Tata cara pelaporan perubahan Modal Dasar dank&taal Disetor
diatur sebagai berikut:

a. Kantor Pusat PVA BB melaporkan perubahan Modal Dasa
dan/atau Modal Disetor secara tertulis kepada Badknesia ke
alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a lagéiu A.4.b
dengan menggunakan contoh surat pelaporan sebagaima
tercantum pada Lampiran 12.

b. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angkarus

dilengkapi dokumen sebagai berikut:

1) fotokopi...



1) fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar atas peambistodal
Dasar dan/atau Modal Disetor yang dilegalisasi ateltaris
atau dibuat secara notariil, yang mencantumkan hidator
dengan jumlah:

(a) paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus limaupylta
Rupiah) bagi PVA BB yang beralamat di DKI Jakarta,
Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta
Kotamadya Batam; atau

(b) paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupoagi
PVA BB yang beralamat selain di DKI Jakarta, Kotdye
Denpasar dan Kabupaten Badung, serta KotamadyaBata

2) fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Mzau
mengenai persetujuan akta perubahan Anggaran Dsaar
perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor, selsmgan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) fotokopi bukti penambahan Modal Disetor, berupa:

(a) bukti penyetoran yang sah atas nama perusahaaandi b
umum, bagi PVA BB yang melakukan penambahan modal
disetor dalam bentuk uang; dan/atau

(b) hasil risalah RUPS bagi PVA BB yang melakukan
penambahan modal disetor dalam bentuk selain uang.

. Pada saat menyampaikan data pelaporan perubahaal ldadar

dan/atau Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalain b.b,

pemohon harus menunjukkan dokumen asli yang akaotakkan

dengan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud daliml.b.

. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalamlbw dan

butir 1.c tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyamaaikotokopi

daftar kelengkapan dan pencocokan dokumen kepadahms dan

meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan dindaksu

e. Dalam...



e. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalémlbdu dan
butir 1.c dipenuhi, Bank Indonesia menerbitkan spersetujuan
perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor pdangpat 14
(empat belas) hari kerja sejak memenuhi persyasgbagaimana
diatur dalam butir 1.b dan butir 1.c.

f. Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan peaubModal
Dasar dan/atau Modal Disetor sebagaimana dimakalaamdbutir
l.e kepada PVA BB.

2. PVA Bukan Bank di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasan d
Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam dan PVAaBukank
yang telah memiliki kantor cabang di DKI Jakartégtamadya
Denpasar dan Kabupaten Badung, serta KotamadyamBatang
mendapatkan izin usaha dan/atau persetujuan pebukantor
cabang dari Bank Indonesia sebelum berlakunyatdtara Bank
Indonesia ini wajib memenuhi modal disetor palingdikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rup@dipm jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya PeratBank Indonesia
Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing.

G. Penghentian Kegiatan Usaha PVA BB

1. Penghentian kegiatan usaha yang bersifat pemkantor pusat atau
kantor cabang PVA BB, diatur sebagai berikut:
a. Kantor Pusat
1) PVA BB melaporkan secara tertulis rencana pengaenti
kegiatan usaha kantor pusat PVA BB yang bersiampnen
kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan petghe
kegiatan usaha tersebut dengan melampirkan doksetesgai
berikut:
(a) asli KPmIU dan sertifikat yang dimiliki;

(b) fotokopi...



2)

3)

4)

5)

(b) fotokopi risalah RUPS yang terkait dengan penghenti
kegiatan usaha PVA BB yang bersifat permanen yang
dilegalisasi oleh notaris atau dibuat secara ribtdan

(c) asli surat persetujuan pembukaan kantor cabangPagi
BB yang memiliki kantor cabang.

(d) surat pernyataan bermaterai cukup dari PVA BB yang
menyatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban yakgiter
dengan kegiatan PVA BB yang dilaksanakan sebelum
tanggal penghentian kegiatan usaha vyang bersifat
permanen, telah diselesaikan dan sepenuhnya menjadi
tanggung jawab PVA BB.

Laporan dan lampiran dokumen sebagaimana dimakslasnd

angka 1) disampaikan ke alamat sebagaimana dimalaac

butir A.4.a atau butir A.4.b dengan menggunakartalosurat

sebagaimana tercantum pada Lampiran 13.

Dalam hal PVA BB memiliki kantor cabang di luar ayhh

kerja kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kapiosatnya,

PVA BB harus menyampaikan 1 (satu) tembusan laporan

penghentian kegiatan usaha kantor pusat PVA BB pangfat

permanen kepada kantor Bank Indonesia setempat yang
mewilayahi kantor cabang PVA BB yang dimaksud.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalgka &)

tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampaikan fotoldgdtar

kelengkapan dan pencocokan dokumen kepada pemaron d

meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan dindaksu

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalgka )

dipenuhi, Bank Indonesia menerbitkan Keputusan d&mrtan

Izin Usaha (KPnlU) yang menyatakan izin usaha PVB B

dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

6) Penerbitan..



6) Penerbitan KPnlU sebagaimana dimaksud dalam angka 5
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kesgak
kelengkapan dokumen dipenuhi.

7) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kegadA
BB untuk mengambil KPnlU di alamat sebagaimana &sud
dalam butir A.4.a atau butir A.4.b.

8) Bank Indonesia mengumumkan PVA BB yang izin usahany
dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalagka
5) melalui website Bank Indonesia (http://www.biigp

dan/atau media lainnya.

. Kantor Cabang

1) PVA BB melaporkan secara tertulis rencana pengaenti
kegiatan usaha kantor cabang PVA BB yang bergéanhanen
kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan petghe
kegiatan usaha tersebut dengan melampirkan doksetesgai
berikut asli surat persetujuan pembukaan kantoargbdan
sertifikat kantor cabang ke alamat sebagaimana kdinth
dalam butir A.4.a atau butir A.4.b dengan mengganatontoh
surat sebagaimana tercantum pada Lampiran 14.

2) Dalam hal kantor cabang PVA BB sebagaimana dimaksud
dalam angka 1) berada di luar wilayah kerja karBank
Indonesia yang mewilayahi kantor pusatnya, PVA BBub
menyampaikan 1 (satu) tembusan laporan penghéetdgiatan
usaha kantor cabang yang bersifat permanen kepaa@oiK
Bank Indonesia setempat yang mewilayahi kantor roglfav/A
BB.

3) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimalaach

angka 1) tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampaika

fotokopi ...



fotokopi daftar kelengkapan dan pencocokan dokukegada
pemohon dan meminta pemohon untuk memenuhi peatsyar
dimaksud.

4) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimalaach
angka 1) dipenuhi, Bank Indonesia menerbitkan surat
persetujuan penghentian kegiatan usaha kantor gaipang
bersifat permanen yang berlaku sejak tanggal dakie&n.

5) Penerbitan surat persetujuan penghentian kegiat@maukantor
cabang yang bersifat permanen sebagaimana dimalesac
angka 4) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) kerja
sejak kelengkapan dokumen dipenuhi.

6) Bank Indonesia menyampaikan kepada PVA BB surat
persetujuan penghentian kegiatan usaha kantor gaipang

bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam @)gka

2. Penghentian kegiatan usaha yang bersifat semdvdgrekantor pusat

dan/atau kantor cabang, diatur sebagai berikut:

a.

Kantor pusat PVA BB melaporkan secara tertulis Kep8ank
Indonesia mengenai alasan penghentian kegiatanaugahg
bersifat sementara bagi kantor pusat dan/atau kamoang ke
alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a lagéu A.4.b
dengan menggunakan contoh surat pelaporan sebagaima
tercantum pada Lampiran 15.

Dalam hal kantor cabang PVA BB sebagaimana dimaksudf a
berada di luar wilayah kerja kantor Bank Indonesiang
mewilayahi kantor pusatnya, kantor pusat PVA BB ubar
menyampaikan 1 (satu) tembusan laporan penghehkggratan
usaha bersifat sementara kepada Kantor Bank In@osetempat

yang mewilayahi kantor cabang PVA BB dimaksud.

c. Jangka..



. Jangka waktu penghentian kegiatan usaha yang diesgimentara
sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lamaatu)(sahun
sejak tanggal surat persetujuan Bank Indonesia dapat
diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan sejak Ilhenaka
penghentian kegiatan usaha sementara.

. Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan perigime
kegiatan usaha bagi kantor pusat dan/atau kantoangayang
bersifat sementara yang diterbitkan paling lambdtujuh) hari
kerja sejak Bank Indonesia menerima laporan perigimen
dimaksud.

. Bank Indonesia menyampaikan kepada PVA BB suraepguan
penghentian kegiatan usaha bagi kantor pusat dan/hntor
cabang yang bersifat sementara sebagaimana dimadsiatn
huruf d.

PVA BB wajib melakukan pembukaan kembali kegiataaha dan
melaporkan pembukaan tersebut kepada Bank Indomlesigan
menggunakan contoh surat sebagaimana tercantumLpagairan
16 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak beraikma jangka
waktu penghentian kegiatan usaha bagi kantor pdaatatau
kantor cabang yang bersifat sementara.

. Dalam hal kantor pusat dan/atau kantor cabang P\BAaRan
memperpanjang penghentian kegiatan usaha yang fabersi
sementara, kantor pusat PVA BB harus melaporkaaradertulis
kepada Bank Indonesia mengenai alasan perpanjqeygmentian
kegiatan usaha yang bersifat sementara dengan onegigan
contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampirapaliig
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jangka waktungheentian

kegiatan usaha yang bersifat sementara berakhir.

h. Bank...



h. Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan pgpP@an
penghentian kegiatan usaha bagi kantor pusat dan/antor
cabang yang bersifat sementara paling lambat @htuari kerja
sejak Bank Indonesia menerima surat permohonanapgmgan
dimaksud.

I. Bank Indonesia menyampaikan kepada PVA BB suraepguan
perpanjangan penghentian kegiatan usaha bagi kgmisat
dan/atau kantor cabang yang bersifat sementaragaetana
dimaksud dalam huruf h.

j. PVA BB wajib melakukan pembukaan kembali kegiataaha dan
melaporkan pembukaan tersebut kepada Bank Indomlesigan
menggunakan contoh surat sebagaimana tercantumbLpaaaran
16 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakja jangka
waktu perpanjangan penghentian kegiatan usaha Yengifat

sementara.

[I. TATA CARA PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

A. Dalam rangka mendukung upaya mencegah tindak pigemeucian uang
baik secara langsung maupun tidak langsung, PVAMBJb menerapkan
Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalamungang-
undangan yang berlaku, meliputi Penerapan Prinsgmgdnal Nasabah,
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, Ralap Transaksi
Keuangan Mencurigakan, dan Pelaporan Transaksi rgeuwma Tunai,

dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengenalan terhadap Nasabah, mencakup hal-hakséleaidut:

a. Penelitian Identitas Nasabah

PVA...



PVA BB harus meneliti identitas setiap Nasabah yaredakukan
transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus jytiai®Ratau lebih
atau dalam mata uang asing yang nilainya setatamdsatu kali
transaksi dalam 1 (satu) hari. Dalam melakukan Igemeterhadap
identitas Nasabah, PVA BB harus paling kurang meéahk
langkah-langkah sebagai berikut:
1) Perorangan:
a) meminta Nasabah untuk memperlihatkan bukti idestlia
seperti KTP, Surat ljin Mengemudi (SIM) atau Paspor
b) meneliti bahwa Nasabah telah sesuai dengan identita
Nasabah, antara lain kesamaan pasphoto dan targémta
2) Perusahaan:
a) meminta Nasabah untuk memperlihatkan identitas dsa
seperti ijin usaha dan/atau NPWP;
b) meneliti bahwa Nasabah telah sesuai dengan identita
Nasabah.
Apabila Nasabah tidak dapat menunjukkan bukti itEntatau
adanya ketidaksesuaian identitas Nasabah, dargatagas PVA
BB meragukan keaslian/kebenaran dari identitas bésanaka
transaksi dengan Nasabah tersebut tidak bolehudtidak

. Pencatatan transaksi

PVA BB harus melakukan pencatatan transaksi sdtiapabah
yang melakukan transaksi sebesar Rp100.000.006¢b@tys juta
Rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yalajnya
setara, dalam satu kali transaksi dalam 1 (satd) y@ng paling
kurang meliputi:

1) Perorangan:

a) nama dan alamat Nasabah;

b) tempat dan tanggal lahir;

c) pekerjaan..



c) pekerjaan;
d) kewarganegaraan;
e) nomor bukti identitas;
f) nilai transaksi; dan
g) tanggal transaksi.

2) Perusahaan:
a) nama dan alamat Nasabah;
b) bidang usaha;
C) nomor ijin usaha;
d) NPWP;
e) nilai transaksi; dan

f) tanggal transaksi.

c. Penyimpanan dokumen transaksi
Data dan dokumen mengenai transaksi sebagaimanakslich
dalam huruf b harus ditatausahakan oleh PVA BBnpgakurang

selama 5 (lima) tahun sejak tanggal transaksi dkak.

2. ldentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

a. Transaksi Keuangan Mencurigakaugpicious transactiohgada
prinsipnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) transaksi yang menyimpang dari profil, karaktekisatau
kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bensemgk

2) transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuatuk
menghindari pelaporan yang wajib dilakukan PVA BB;

3) transaksi keuangan yang dilakukan atau batal diekulengan
menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasalHzesil
Tindak Pidana.

Apabila suatu transaksi keuangan telah memenubiaau lebih

dari unsur-unsur di atas maka PVA BB wajib menedaplya

sebagai..



sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan mékamoya
kepada PPATK.

. Dalam mengidentifikasi apakah suatu transaksi kgaan
memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur sebagairdenaksud
huruf a, PVA BB dapat menggunakan indikator-inddkafransaksi

Keuangan Mencurigakan, antara lain:

1) transaksi jual beli valuta asing, meliputi:

a) transaksi yang dilakukan dalam jumlah di luar kehén
Nasabah (untuk Nasabah yang seringkali melakukan
transaksi dengan PVA BB yang sama);

b) transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif ke@mun
dengan frekuensi yang tinggi;

c) transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa nam
individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satmg
tertentu;

d) penjualan dan pembelian mata uang asing dalam fumla
relatif besar;

e) Nasabah menjual TC dalam jumlah relatif besar;

f) transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha
Nasabah;

g) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan vatagade
menggunakan cek;

h) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan/pembelia
valas ditransfer ke rekening bank yang bersangkatan
pihak lain;

1) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan/pembelia
valas diserahkan kepada pihak lain;

]) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan/pembelia

valas dengan pecahan besar;

k) Nasabah..



k) Nasabah bersedia dikenakan nilai tukar yang lebidah

dari nilai tukar yang berlaku.

2) perilaku Nasabah PVA BB, meliputi:

a) perilaku Nasabah yang tidak wajar pada saat metakuk
transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang petoaydan
lain-lain);

b) Nasabah memberikan informasi yang tidak benar meaige
hal-hal yang berkaitan dengan identitas dirinya;

c) Nasabah menggunakan dokumen identitas yang diraguka
kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda taysmyam
berbeda atau foto yang tidak sama,;

d) Nasabah keberatan atau menolak untuk memberikan
informasi/dokumen yang diminta oleh petugas PVA BB
tanpa alasan yang jelas;

e) Nasabah mencoba mempengaruhi petugas PVA BB untuk
tidak  melaporkan  sebagai  Transaksi Keuangan
Mencurigakan dengan berbagai cara.

Apabila setelah melakukan proses identifikasi Ta&ss

Keuangan Mencurigakan PVA BB masih merasa ragu, BBA

tetap melaporkannya kepada Pusat Pelaporan danisi&nal

Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Transaksi Kerang

Mencurigakan.

3. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhiatat lebih dari
unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam butir APX/& BB wajib
menetapkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencarigakan
melaporkannya kepada PPATK paling lambat 3 (tigaji Ikerja

setelah PVA BB mengetahui adanya unsur TransaksiaKgan

Mencurigakan..




Mencurigakan dengan berpedoman pada ketentuan pangku.
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan disaanpakepada
PPATK dengan menggunakan formulir sesuai dengamenkein
PPATK dalam Pedoman Il A mengenai Pedoman Tataa Car
Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan BagidaadaValuta

Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang.

4. Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai

Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan oA BB

kepada PPATK adalah transaksi yang memenuhi lkaitegbagai

berikut:

a. merupakan penerimaan atau pembayaran dengan merkagun
uang tunai (uang kertas dan/atau uang logam);

b. dalam jumlah kumulatif Rp500.000.000,00 (lima rgtita Rupiah)
atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilaataa; dan

c. dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali tiesisgalam satu
hari kerja pada satu atau beberapa kantor darP342uBB.

Laporan Transaksi Keuangan Tunai wajib disampaikapada

PPATK paling lambat dilakukan 14 (empat belas) Hamija sejak

terjadinya transaksi. Pelaporan transaksi keuamgiaai disampaikan

kepada PPATK dengan menggunakan formulir sesuaigaten

ketentuan PPATK dalam Pedoman IV mengenai Pedonagoran

Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara PelaporadeyiaPenyedia

Jasa Keuangan.
B. PVA BB wajib menetapkan kebijakan dan prosedur nesnan risiko

yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabahjputielhal-hal

sebagai berikut:

1. pengawasan.



1. pengawasan dan pemahaman yang memadai oleh periRuAu8B
dalam mengidentifikasi dan meminimalkan risikokiosyang mungkin
timbul dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

2. pendelegasian wewenang oleh Pengurus PVA BB kepadawali,
antara lain kewenangan atas pelaksanaan transakabhih;

3. pemisahan tugas dan tanggung jawab, antara lainsgkeam fungsi
usaha dan pengawasan intern;

4. sistem pengawasan intern, antara lain memilikiesispengendalian
intern baik yang bersifat fungsional maupun melelkahg dapat
memastikan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nagalzhsesuai
dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;

5. program pelatihan karyawan mengenai penerapanifriviengenal
Nasabah antara lain mencakup pelaksanaan prograatihpa
karyawan secara berkala secara berkesinambunganuk unt
meningkatkan pengetahuan dan keahlian pengurusikary yang

bertanggungjawab dalam penerapan Prinsip Mengeasddah.

C. PVA BB wajib menyampaikan kepada Bank Indonesisdtu) fotokopi
kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengeradalddh yang
memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam hurufaA lgduruf B
sebagaimana contoh pada Lampiran 18 paling lantbéidga puluh) hari
kalender sejak tanggal dikeluarkannya izin usalzmg® PVA BB ke

alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.41a aiatir 1.A.4.b.

lll. TATA CARA PENGAWASAN

1. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap PVAbBR secara

tidak langsung maupun secara langsung.



10.

Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsismpgan cara

pemantauan terhadap kepatuhan atas pelaksanaatuketgang berlaku,

termasuk kebenaran, keakuratan dan kewajaran deig gisampaikan

kepada Bank Indonesia.

Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dengama

pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan umum dan/p&ueriksaan

khusus.

Pemeriksaan umum sebagaimana dimaksud dalam angkeeliputi

aspek-aspek antara lain:

a. ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku;

b. kebenaran, keakuratan dan kewajaran laporan-lapokamg
disampaikan ke Bank Indonesia;

c. kebijakan manajemen intern (antara lain aspek @sgan pengawasan
intern, sistem dan prosedur kegiatan usaha).

Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam ahghkarsifat

insidentil dalam hal diperlukan.

PVA BB harus menyediakan dan/atau menyerahkan deRkuryang

diminta oleh petugas pemeriksa dalam pelaksanaamendesaan

sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5.

Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam dhgkiEengkapi

dengan surat penugasan dari Bank Indonesia.

Dalam melakukan pengawasan langsung, Bank Indodegiat bermitra

atau menunjuk Asosiasi PVA dan/atau pihak lain.

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh petugasrksan dari mitra

atau Asosiasi PVA dan/atau pihak lain dilengkamig# surat penugasan

dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia dapat bermitra atau menunjuk Aso$l®®\ dan/atau

pihak lain untuk melakukan pelatihan terhadap P\B\ B

11. Pelatihan..



11. Pelatihan terhadap PVA BB yang dilakukan oleh matau Asosiasi PVA
dan/atau pihak lain dilengkapi dengan surat perargadari Bank

Indonesia.

IV.TATA CARA PELAPORAN

1. PVA BB menyampaikan laporan berkala berupa lapd&egiatan usaha
dan laporan keuangan, serta laporan khusus daralatan kepada Bank

Indonesia, yang diatur sebagai berikut:
a. Laporan Berkala

1) Laporan Kegiatan Usaha
PVA BB menyampaikan laporan transaksi penjualan dan
pembelian UKA serta pembelian TC sebagaimana coptuda
Lampiran 19.a dan Lampiran 19.b.
Laporan Kegiatan Usaha disampaikan kepada Bankn&si@
setiap triwulan paling lambat pada akhir bulankernya.
Contoh : Laporan triwulan | (Januari, Februari ddaret) diterima

oleh Bank Indonesia paling lambat akhir April tatnerjalan.

2) Laporan Keuangan
Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan LRogi, dan
Laporan Perubahan Ekuitas akhir tahun berjalan geafvana
contoh pada Lampiran 19.c, Lampiran 19.d, dan Leanpil9.e
Laporan Keuangan tersebut disampaikan kepada Bashdnésia

paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.
b. Laporan Khusus

Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat memiapomian khusus

yang bersifat insidentil kepada PVA BB.

c. Laporan..



c. Laporan Lain
Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam hurahdodruf b, PVA
BB menyampaikan laporan yang berkaitan dengan tegialu lintas
devisa dan laporan transaksi keuangan mencurigsdésa transaksi
keuangan tunai sesuai peraturan perundang-undgaggrberlaku.
. Laporan Berkala sebagaimana dimaksud butir 1l.aal) loutir 1.a.2)
dibuat oleh kantor pusat PVA BB secara konsolidgsng meliputi
laporan kantor pusat dan kantor cabang.
. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dingata&lah diterima
oleh Bank Indonesia berdasarkan tanggal diterimaiyBank Indonesia
atau tanggal stempel pos.
. Kantor cabang PVA BB yang berkedudukan di luar yalakerja kantor
Bank Indonesia dimana kantor pusat PVA BB beradausha
menyampaikan 1 (satu) tembusan Laporan KegiatahdUsa&pada kantor
Bank Indonesia dimana kantor cabang PVA BB berada.
. Dalam rangka keseragaman dalam perlakuan akundanspenyusunan
pembukuan PVA BB, PVA BB dalam menyusun pembukusi/ BB
mengacu pada Pedoman Pembukuan dan Penyusunammh derangan
PVA BB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 20.
. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a d&in bip dibuat
secara lengkap, benar, akurat dan distempel capsg®an, serta
ditandatangani oleh pengurus PVA BB.
. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a d@énlblo disampaikan
ke Bank Indonesia dalam bentuk hardcopy, atau dakmuk hardcopy
yang disertai dengan media lain seperti disket &Budengan format
laporan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 diskamp&e alamat

sebagaimana dimaksud dalam butir 1.A.4.a atau bAt4.b.

9. Dalam...



9.

Dalam hal Kantor Pusat PVA BB melakukan pengherkigiatan usaha

yang bersifat sementara, kewajiban penyampaiarrdapberkala diatur

sebagai berikut:

a. PVA BB tidak wajib menyampaikan LKU sejak penghantkegiatan
usaha bersifat sementara disetujui oleh Bank Inglane
Contoh: Apabila penghentian kegiatan usaha yangifaesementara
disetujui tanggal 20 Februari 2006, PVA BB tidak jitva
menyampaikan LKU Triwulan Il dan seterusnya sandesigan batas
waktu penghentian kegiatan usaha berakhir. NamuA BB masih
wajib menyampaikan LKU Triwulan | 2006 paling lami&0 April
2006 yang terdiri dari LKU Januari dan Februaid (sransaksi tanggal
20 Februari 2006).

b. PVA BB wajib menyampaikan Laporan Keuangan periode

sebelumnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah PBR
menyampaikan laporan pembukaan kembali kegiatamaugzalam hal
PVA BB melakukan pembukaan kembali kegiatan usada ulan
Januari, PVA BB wajib menyampaikan Laporan Keuangariode

sebelumnya paling lambat 31 Maret periode yangaoetsutan.

V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Tata cara pengenaan sanksi terhadap PVA BB diabagsi berikut:

1.

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kegadA BB yang
melakukan pelanggaran atas Peraturan Bank Indomesiabut di atas
berupa peringatan pertama, peringatan kedua, pejit@mgpengurus
dan/atau pemegang saham, dan pencabutan izin usaha.

Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertitaan hal PVA

BB melakukan pelanggaran sebagai berikut:

a. terlambat..



a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batddu yang
ditetapkan; dan/atau

b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas uwaking
ditetapkan.

3. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan k#alaan hal PVA BB
melakukan pelanggaran sebagai berikut:

a. Tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuganksi
peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimaaésichpada ayat
(2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal hikekannya sanksi
peringatan pertama; dan/atau

b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dithaksu (2)
untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejakggal
dikeluarkannya sanksi peringatan pertama.

4. PVA BB wajib menanggapi secara tertulis sanksi yafigenakan
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 areng
menyampaikan laporan yang dimaksud, yang diatiagaglberikut:

a. peringatan pertama, ditindaklanjuti paling lambdti@a) bulan sejak
tanggal peringatan pertama dikeluarkan.

b. peringatan kedua, ditindaklanjuti paling lambat(ti§a) bulan sejak
tanggal peringatan kedua dikeluarkan.

5. Surat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angkizsadnpaikan ke
alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4alaaér 1.A.4.b.

6. Dalam hal PVA BB tidak menanggapi sanksi sebagaamdimaksud
dalam butir 4.b, dan/atau melakukan pelanggarbagsemana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bank IndonesmoN®/11/PBI/2007
tentang Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia nmak@a sanksi
pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham yang dgebagai
berikut:

a. PVA..



a. PVA BB wajib mengklarifikasi dan/atau menindaklanganksi paling
lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkamtspemanggilan
pengurus dan/atau pemegang saham;

b. kehadiran pengurus dan/atau pemegang saham tigak diavakilkan
dan/atau dikuasakan kepada pihak lain;

c. tempat pemanggilan pengurus dan/atau pemegang Sitzdakan di
alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4aladér 1.A.4.b;

d. pengurus dan/atau pemegang saham membuat sura¢maengncana
tindak lanjut atas sanksi yang diberikan.

. Dalam hal PVA BB tidak mengindahkan dan/atau tidanindaklanjuti

sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang Sadlarg lambat 6

(enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksigpggilan pengurus

dan/atau pemegang saham, Bank Indonesia mengenakaksi

pencabutan izin usaha PVA BB yang diatur sebag#de

a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Usaha
(KPnlU) yang menyatakan izin usaha PVA BB dimaksddk berlaku
sejak tanggal dikeluarkan

b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepath BB untuk
mengambil KPnlU dan mengembalikan asli KPmIU dartifdeat
yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dabanir A.4.a atau
butir A.4.b

c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimakaad huruf b
kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PRAiBak dikenal
dan/atau PVA BB tidak lagi bertempat di alamat ydiigju dan/atau
PVA BB tidak mengembalikan asli KPmIU dan sertifikgang
dimiliki, maka KPmIU tetap dinyatakan tidak berlakejak tanggal
KPnlIU dikeluarkan.



d. Bank Indonesia mengumumkan PVA BB vyang izin usabhany
dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud datanf a melalui
website Bank Indonesia (http://www.bi.go.id) ataedia lainnya.

8. Dalam hal PVA BB beralamat di DKI Jakarta, Kotamadyenpasar dan
Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam dan/atau BB/ memiliki
kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar Kabupaten
Badung, serta Kotamadya Batam yang mendapatkarusaha dan/atau
izin pembukaan kantor cabang dari Bank Indonedelsen berlakunya
Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, tiddkks@nakan kewajiban
pemenuhan modal disetor paling sedikit Rp250.0@)dM(dua ratus lima
puluh juta Rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahwsejak
diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomd/BRI/2007 tentang
Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia mengenakaksispencabutan
izin usaha PVA BB yang diatur sebagai berikut:

a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Usaha
(KPnlU) yang menyatakan izin usaha PVA BB dimaksddk berlaku
sejak tanggal dikeluarkan

b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepath BB untuk
mengambil KPnlU dan mengembalikan asli KPmIU dartifdeat
yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dabanir A.4.a atau
butir A.4.b

c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimalkaad huruf b
kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PRAiBak dikenal
dan/atau PVA BB tidak lagi bertempat di alamat yditgju dan/atau
PVA BB tidak mengembalikan asli KPmIU dan sertifikgang
dimiliki, maka KPmIU tetap dinyatakan tidak berlakejak tanggal
KPnlIU dikeluarkan



d. Bank Indonesia mengumumkan PVA BB vyang izin usabhany
dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud datanf a melalui

website Bank Indonesia (http://www.bi.go.id) ataedia lainnya.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia akanSurat Edaran
Bank Indonesia Nomor 6/13/DPM tanggal 11 Maret 2@@h Surat Edaran
Nomor 6/41/DPM tanggal 5 Oktober 2004 perihal Paham atas Surat Edaran
Bank Indonesia Nomor 6/13/DPM tanggal 11 Maret 2@@fihal Tata Cara
Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,aRasgn, Pelaporan, dan
Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Buleank Binyatakan tidak
berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku segaigdal 8 Oktober
2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymeagan Surat

Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Né&ggpablik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDDY SULAEMAN YUSUF
DIREKTUR PENGELAAN MONETER




